
ABSTRAK 

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU8M KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 

037/HK.01.01/K.SB.05/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN AWAL TERKAIT 

DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

ABSTRAK:  

 

 

 

 

 

 

DASAR HUKUM KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 Tentang Penyelesaian 
Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata cara 
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota 

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 
0410.K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum     Provinsi     
Sumatera     Barat     Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023 

DALAM KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN INI BERISI TENTANG: 

Pembentukan tim penelusuran terhadap adanya informasi awal yang tersampaikan ke Bawaslu Padang 
Pariaman terkait dugaan pelanggaran pada pemilihan Serentak Tahun 2024 

a. Bahwa dalam  rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu pada Penanganan 
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan 
Pengawas Pemiliihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 
047/RT.02/K.SB-05/05/2024 

c. Bahwa pembentukan Tim Penelusuran dilakukan sebagai tindak lanjut 
Penanganan pelanggaran pada Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 


